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KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) LEMHANNAS RI
NOMOR KEP, o / W /2016

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang:

Mengingat

—

(PPID) LEMHANNAS RI

bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di
lingkungan Lemhannas RI perlu diputuskan dokumen berisi daftar
informasi publik di lingkungan Lemhannas Rl sebagaimana
tercantum dalam pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi informasi yang telah
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi
No. BA /01 / VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016

bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan daftar
informasi publik dan informasi yang dikecualikan.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

/4. Peraturan.....



4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013
tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

5. Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Daftar Informasi Publik Lemhannas RI berdasarkan kategori jenis
informasi publik, yaitu:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
1. Profil Lemhannas RI (Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta Pejabat)
Program dan/atau kegiatan Lemhannas RI.
Daftar kajian strategik Lemhannas RI.

Penerimaan calon pegawai negeri sipil Lemhannas RI.

g &= B Do

Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang terkait.

6. Daftar pejabat Lemhannas Rl yang sudah menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan telah
diperiksa serta diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

RKA KL dan DIPA Lemhannas RI.

Penerimaan seleksi peserta pendidikan reguler dan singkat
angkatan.

/9. Daftar.....



C.

d.

9.

10.

Daftar nota kesepahaman Lemhannas Rl dengan instansi
lain.

Pengelolaan informasi publik (Laporan Akses Informasi,
Laporan Tahunan PPID, Standar Pelayanan Informasi, Daftar

Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan).

Informasi yang waijib tersedia setiap saat.

12,
13.
14.
15.
16.

Laporan program kegiatan Lemhannas Rl

Surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen
pendukung.

Daftar alumni program pendidikan

Daftar alumni program pemantapan nilai nilai kebangsaan.
Daftar rancangan dan peraturan perundang-undangan.
Agenda kegiatan pejabat Lemhannas RI.

Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat.
Pedoman pengelolaan administrasi kepegawaian.

Daftar pegawai Lemhannas RI.

. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran.
. Neraca Keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Daftar aset dan investasi.

Pedoman Pengelolaan Organisasi.

Pedoman Benturan Kepentingan.

Daftar pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

Informasi serta merta

pid

Pengumuman Informasi Darurat.

Informasi yang dikecualikan

T
2.

Data dan Dokumen Proses serta Hasil Penilaian Peserta

Data Pribadi Peserta dan Alumni Program Pendidikan.

/3. Data.....



3. Data Pribadi Peserta dan Alumni Program Pemantapan Nilai -
Nilai Kebangsaan.

4. Proses dan Hasil Kajian Strategik.

5. Data dan Dokumen terkait Program Software dan database
Lembaga

6. Data Pribadi Pegawai.

7. Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan
Pengawasan.

8. Proses dan Hasil Labkurtannas dan Labpimnas.

KESATU : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan ini agar dijadikan sebagai
pedoman oleh para pejabat terkait dalam pelayanan informasi publik
di lingkungan Lemhannas RI

KEDUA : Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan sebelumnya dan
berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, September 2016

W

E. Estu Praﬂé, M.Sc.

Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth.
1. Sekretaris Utama Lemhannas Rl Paraf:

selaku Atasan PPID Lemhannas RI. 1. Kabag Humas 2
2. Para PPID UPT Lemhannas RI. 2. Kasubbag Penpub: . %
Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Inspektur Lemhannas Rl



3. Data Pribadi Peserta dan Alumni Program Pemantapan Nilai -
Nilai Kebangsaan.

4. Proses dan Hasil Kajian Strategik.

5. Data dan Dokumen terkait Program Software dan database
Lembaga

6. Data Pribadi Pegawai.

7. Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan
Pengawasan.

8. Proses dan Hasil Labkurtannas dan Labpimnas.

KESATU : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan ini agar dijadikan sebagai
pedoman oleh para pejabat terkait dalam pelayanan informasi publik
di lingkungan Lemhannas RI

KEDUA : Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan sebelumnya dan

berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, /6 September 2016
epala Biro Huma

. Estu Prabowo, M.Sc.
Laksamana Pertama TNI
Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Lemhannas Rl
selaku Atasan PPID Lemhannas RI.
2. Para PPID UPT Lemhannas RI.

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI

2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Inspektur Lemhannas Rl



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832108-09 FAKSIMILI (021) 3451926

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI
NOMOR : BA /ot / VIII/2016

Pada hari ini, Selasa, 23 Agustus 2016 bertempat di Ruang Rapat Arjuna Gd.
Astagatra Lt. Ill Lemhannas RI, JI. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta, kami
yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc selaku Ketua Tim
2. Wahyu Widji Pamungkas, S.Kom, M.M. selaku Anggota

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, PPID Lemhannas RI telah melakukan Uji
Konsekuensi terhadap materi informasi dan data sebagaimana tersebut dalam
lampiran.

Menyatakan bahwa Informasi dan data tersebut dalam lampiran tersebut
disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan
alasan informasi dan produk tersebut adalah bersifat rahasia.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan
semestinya.

Jakarta, 2% Agustus 2016

Kepala Biro Humas
mbaga Ketahandn Nasional Rl
Anggota, ejabat Ex Officie’ PPID,

Wahyu Widji Pamungkas, S.Kom., M.M. E. Estu Prabowo, M.Sc
Pembina (l11/d) Nip. 196906251993011001 Laksamana Pertama TNI



Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi
Nomor: BA/ /VIIIf 2016

PEDOMAN KETENTUAN UU NO. 14/2008 PASAL 17

NO USULAN INFORMASI 10 Dampak
YANG DIKECUALIKAN 6 8|9
1 |KEDEP. PENDIDIKAN
Proses dan hasil penilaian peserta didik Pergub Lemhannas No 03h/2014 tanggal 21 Februari 2014 ttg |Peny lahgunaan data sel pendidikan
X | X |Revisi | Juknis Penilaian Peserta Lemhannas Rl berlangsung dan mengganggu proses
|pengambilan keputusan.
Data Pribadi Peserta Didik dan Alumni X UU No, 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17(h) Mengungkap
butir 4dan 5 rahasia pribadi
2 |KEDEP. PENGKAIIAN
Proses dan hasil pengkajian strategis X X |Pergub Lemhannas No 01/2006 tanggal 5 Desember 2006 ttg  |Mengganggu utuh tegaknya NKRI
3 |KEDEP. TAPLAI
Data Pribadi Peserta dan Alumni X UU No. 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17(h) Mengungkap
butir 4 dan 5 rahasia pribadi
4 |INSPEKTORAT
Proses dan Lap. Hasil audit 1. Permenneg PAN No: PER/04/M.PAN/03/2008 Penyalahgunaan data
X Ttg Kode Etik Aparat pengawasan Intern Pem 2.
Permenneg PAN No: PER/05/M.PAN/03/2008
Tt Standar Audit Aparat pengawasan intern Pem
Proses dan Lap. Hasil review X
Proses dan Lap. Hasil evaluasi X
Proses dan Lap. hasil p tauan X
5 |KESEKTAMAAN
A. BIRO UMUM
Biodata Personil 1. UU No. 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal Penyalahgunaan data
17(h)
X | X |2. Pergub Lemhannas No 01/2006 tanggal 5 Desember 2006
ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lemhannas RI
Hasil Assessment 1. U No. 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal Penyalahgunaan data
X 17(h) butir 4
2. Permen PAN RB No 61/2012 ttg Roadmap RB
Penilaian Prestasi Kerja PNS/Dapen 1. UU No. 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal Penyalahgunaan data
X | X [17(h) butir 4
2. Perka BKN No 01 /2013 ttg Sasaran Ker[a Pegawai
Hasil Baperjakat {Bapekar) X |Pergub Lemhannas No 01/2012 ttg Juklak Bapekar Penyalahgunaan data
Surat/Dokumen Berklasifikasi R X |Pergub Lemhannas No 01/2009 ttg Pedoman Tata Naskah Penyalahgunaan data
Hasil Pemeriksaan Kesehatan 1. UU No. 14 /2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal Menurunkan mentalitas personil
X 17(h) butir 2
2. Permen Kes No 269/2008 ttg Rekam Medis
Proses dan Hasil Labkurtannas dan Labpimnas X Mengganggu utuh tegaknya NKRI

B. BIRO HUMAS

C. BIRO TELEMATIKA

Program Software dan database

1. UU No 19/2002 ttg Hak Cipta

2. UU No 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Pergub Lemhannas No 01/2006 tanggal 5 Desember 2006
ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lemhannas R|

Pelanggaran Hak Cipta dan Cyber Crime

D. BIRO KERJA SAMA

E. BIRO PERENCANAAN & KEUANGAN




Keterangan :

. Menghambat proses penegakan hukum;

. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

. Mengungkapkan kekayaan alam indonesia;

. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

. Menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

10. Ketentuan Peraturan lainnya

W oo~ BN

Ja arlia, 23 Agustus 2016

alfRl

E. Estu Prabovﬁle\{

Laksamana Pertama TNI



Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi

Nomor: BA / /VIlI/ 2016
TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI DI LEMHANNAS RI
SELASA, 23 AGUSTUS 2016
NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Laksma TNI E. Estu Prabowao, Karo Humas Settama Ketua Tim Tivaumiss
M.Sc.
2. Wahyu Widji Pamungkas, Kabag Humas Rohumas Settama Anggota 254 A -
S.Kom, M.M. i 5
3. | Kolonel Laut Drs. H Kabag Protdok Roh Sett Anggota 3. . 2 =
onel Laut Drs endrawan ag Protdok Rohumas ama ngg (/V / 3
Setiadi,
4. Azis Winarto, S.Pd, M.A. Kasubdit Sinkronisasi Proggar Ditprog dan Bangtap Anggota 4.4
Debidtaplaikbs i L
b Kolonel Sus Ir. Abu Yazid, M.M. | Kabag Rumga Roum Settama Anggota W
Kolonel Cku Bambang Kabag Keuangan Rorenku Settama Anggota g 6.
Sudjatmiko, S.E. é) ,
7. | Drs. Suprianto Kasubdit Evasdik Ditevdik Debidpimtknas Anggota TW /
8. Edy Rusminandar, S.E., M.A. Kabag Kerma Dallugri Rokerma Settama Anggota 8. (;m,
\\ 1'-11 ."‘ =
9. Krisna Misyartin, S.E. Irban Bidang Bensus Inspektorat Anggota QW / ﬂ
LU |
10. | Lela Kusumasari, S.I.P., M.A. Kasubdit Hukum, Hubungan Internasional serta Diplomasi | Anggota / "10«%.
Ditjian Internasional Debidjianstrat
11. | Kolonel Sus Drs. Rosikin, M.Sc. | Kabag Litbang & Ortala Rotelematika Anggota 11. /{@
Jakarta, Agustus 2016

Kepala Biro Humas

E. Estu Prabowo, M.Sc
Laksamana Pertama TNI
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